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A. Latar Belakang 

Setiap instansi berlomba-lomba melakukan perbaikan layanan dan transparansi pelayanadi 

berbagai bidang dengan tujuan tercapainya pelayanan yang maksimal dan prima kepada 

masyarakat, termasuk salah satunya Kantor Bahasa Provinsi NTB. Kantor Bahasa Provinsi 

NTB sendiri dalam melaksanakan program kerjanya selalu berhubungan dengan 

masyarakat, baik dalam memberikan layanan maupun dukungan kepada masyarakat, 

khususnya dalam program kerja bidang kebahasaan dan kesastraan. Dalam praktiknya, 

Kantor Bahasa Provinsi NTB telah menyiapkan sebelas layanan profesional kepada 

masyarakat dan berkomitment memberikan layanan yang terbaik dan prima. Dalam rangka 

memaksimalkan hasil pelayanan kepada masyarakat tersebut, sistem pelayanan tentu 

mutlak memberikan ruang bagi masyarakat selaku pengguna untuk mengadukan baik atau 

tidaknya pelayanan yang diberikan.  

 Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut dan mewujudkan kewibawaan, martabat 

lembaga, dan  upaya pengawasan terhadap kemungkinan pelanggaran yang dilakukan oleh 

ASN Kantor Bahasa Provinsi NTB saat memberi layanan, serta membantu pemerintah 

mempercepat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisime, Kantor Bahasa Provinsi 

NTB menyediakan media pengaduan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal 

ini sejalan dengan Permendikbud nomor 126 tahun 2014 tentang penanganan pengaduan 

di lingkungan Kementerian Pelididikali dan Kebudayaali. Pengaduan langsung dapat 

dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Bahasa Provinsi NTB, sedangkan pengaduan 

tidak langsung dapat dilakukan oleh masyarakat melalui nomor kontak pengaduan, media 

sosial, posel, dan laman. Pelapor atau pengadu dapat berasal dari (1) peserta pelatihan; (2) 

masyarakat umum pengguna layanan; dan (3) instansi/lembaga yang merasakan dampak 

langsung atau tidak langsung pelayanan Kantor Bahasa Provinsi NTB.    

 

B. Tujuan 

Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat

 Kantor Bahasa Provinsi NTB dimaksudkan dan bertujuan sebagai berikut. 

1. Sebagai rekapan dan laporan Pengawasan dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat yang 

dilakukan secara berkala setiap triwulan. 

2. Sebagai dasar menentukan kebijakan terhadap kinerja  layanan di lingkungan 

Kantor Bahasa Provinsi NTB. 

 

 



C. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang mendasari pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Pengaduan 

Masyarakat ini adalah sebagai berikut: 

1. Undang-Undaiig Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dari Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan 

dan 

Pemberantasan Korupsi; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2012 tentang Kode 

Etik Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan 

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 126 Tahun 2014 tentang 

Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan Pengawasan dan Evaluasi dalam laporan ini adalah pengaduan 

masyarakat yang disampaikan secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan 

seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh lingkungan Kantor Bahasa Provinsi NTB 

pada triwulan III tahun 2022. 

 

E. Temuan 

Dengan mengacu kepada Permendikbud nomor 126 tahun 2014 tentang penanganan 

pengaduan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Pedoman WBS 

Kantor Bahasa Provinsi NTB Pegawai Tahun 2022, selama triwulan ketiga tahun 2022 

Kantor Bahasa Provinsi NTB belum mendapatkan pengaduan dari masyarakat berkaitan 

dengan kinierja aparatur Kantor Bahasa Provinsi NTB yang memberikan pelayanan 

kepada masyarakat, baik yang disampaikan secara langsung maupun tidak langsung  

(rekap  pengaduan terlampir). 

 

F. Simpulan 

Dari rekapan sebagaimana disebutkan di atas, Kantor Bahasa Provinsi NTB belum 

mendapatkan pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan kinerja pelayanan yang 






